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BUPATI HENDRIYANTO SAMPAIKAN NOTA PENGANTAR RANPERDA 

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Gambar: https://laburanews.sigapnews.co.id/ 

 

SIGAPNEWS.CO.ID | LABURA - Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) H. 

Hendriyanto Sitorus, SE, MM, menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan 

Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 

2023 pada rapat paripurna DPRD Labura, di Gedung DPRD Labura, Aek Kanopan, 

Kamis (20/6).  

Dalam sambutan, Bupati Hendriyanto mengatakan bahwa hari ini dirinya 

menyampaikan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 

yang memuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI 

(BPK) untuk di bahas. 

"Sehingga nantinya dapat disetujui guna di tetapkan menjadi peraturan daerah 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023," ucap Bupati.  

Di akhir, Bupati Hendriyanto menyampaikan mengenai laporan hasil pemeriksaan BPK 

RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Labura tahun anggaran 2023 

dimana Pemkab Labura kembali dapat mempertahankan capaian tertinggi untuk penilaian 

laporan keuangan oleh BPK RI yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 

tanggal 27 Mei lalu.  

"Atas pencapaian itu kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan 

setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD dan seluruh jajaran 

Pemerintah Kabupaten Labura. Karena hal tersebut adalah prestasi kita bersama," tutup 

Bupati.  

https://laburanews.sigapnews.co.id/
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Hadir dan membuka rapat paripurna Ketua DPRD H. Indra Surya Bakti Simatupang, SH, 

MKn, Sekda H. Muhammad Suib, S.Pd, MM, Sekwan Edi Malvin Sihaloho, M.Ap, para 

anggota DPRD, dan jajaran kepala OPD Labura. 

 

Sumber Berita:  

1. https://laburanews.sigapnews.co.id/pemkab-labura/sn-71710/bupati-hendriyanto-

sampaikan-nota-pengantar-ranperda-tentang-pertanggungjawaban-apbd-tahun-2023, 

Jumat, 21 Juni 2024; 

2. https://waspada.co.id/2024/06/bupati-labura-sampaikan-nota-pengantar-ranperda-

pertanggungjawaban-apbd-2023/, Jumat, 21 Juni 2024. 

 

Catatan Berita :  

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah 

Pasal 320 

(1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang 

telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan 

setelah tahun anggaran berakhir.  

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: 

a. laporan realisasi anggaran;  

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;  

c. neraca;  

d. laporan operasional;  

e. laporan arus kas;  

f. laporan perubahan ekuitas; dan  

g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan 

keuangan BUMD.  

(3) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.  

(4) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat 

persetujuan bersama. 

(5) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.  

https://laburanews.sigapnews.co.id/pemkab-labura/sn-71710/bupati-hendriyanto-sampaikan-nota-pengantar-ranperda-tentang-pertanggungjawaban-apbd-tahun-2023
https://laburanews.sigapnews.co.id/pemkab-labura/sn-71710/bupati-hendriyanto-sampaikan-nota-pengantar-ranperda-tentang-pertanggungjawaban-apbd-tahun-2023
https://waspada.co.id/2024/06/bupati-labura-sampaikan-nota-pengantar-ranperda-pertanggungjawaban-apbd-2023/
https://waspada.co.id/2024/06/bupati-labura-sampaikan-nota-pengantar-ranperda-pertanggungjawaban-apbd-2023/
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(6) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala 

daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD. 

 

Pasal 322 

(1) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan bupati/wali kota 

tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan 

oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada gubernur 

sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.  

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap 

rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk menguji kesesuaiannya dengan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD 

dan/atau Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD, peraturan bupati/wali 

kota tentang penjabaran APBD dan/atau peraturan bupati/wali kota tentang 

penjabaran perubahan APBD serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan 

Pemeriksa Keuangan.  

(3) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 

kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak 

diterimanya rancangan Perda Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan 

bupati/wali kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(4) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi 

rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD sudah sesuai dengan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan/atau 

Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD dan telah menindaklanjuti 

temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/wali kota 

menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota dimaksud menjadi Perda 

Kabupaten/Kota.  

(5) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi 

rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD bertentangan dengan Perda tentang APBD dan/atau Perda 

Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD serta tidak menindaklanjuti temuan 

laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/wali kota 
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bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung 

sejak hasil evaluasi diterima.  

(6) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD, 

dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perda Kabupaten/Kota, 

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan seluruh atau sebagian isi 

Perda Kabupaten/Kota dimaksud. 

 

Pasal 333 

(1) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari kepala daerah, DPRD tidak 

mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepala daerah menyusun dan 

menetapkan Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.  

(2) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah 

memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur 

sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.  

(3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Rancangan Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta 

lampirannya disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak DPRD tidak 

mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.  

(4) Apabila dalam batas waktu 15 (lima belas) Hari Menteri atau gubernur sebagai 

wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Perkada sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), kepala daerah menetapkan rancangan Perkada dimaksud 

menjadi Perkada. 

 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

Pasal 23 Ayat (4) 

(4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap 

tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-

undangan. 

 

Pasal 194 

(1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang 

telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja 
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dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun 

anggaran berakhir.  

(2) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat 

persetujuan bersama.  

(3) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.  

(4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala 

Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD. 

 


